BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

a. bahwa untuk mengatasi beberapa permasalahan yang

1.

berkembang seiring pelaksanaan APBD Kabupaten Majene
dalam hal manajemen kas, maka perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 19
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Majene Nomor 19 Tahun
2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabupaten Majene (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4724);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah
atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



Menetapkan

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Majene

Tahun 2016 Nomor 4);

33. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene

(Lembar Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM

DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MAJENE.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati majene Nomor 19
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Majene diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 69 AYAT (4) diubah, diantara ayat (3) dan
ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3a) dan ayat (3b),
ayat (9) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 69 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 69
(1) SPD disiapkan oleh kuasa BUD untuk disahkan PPKD;
(2) SPD Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Gaji
(SPD-LS Gaji) diterbitkan setiap bulan selama 1
(satu) tahun anggaran setelah penetapan APBD dan

penetapan Perubahan APBD.



(3)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

SPD Belanja Tidak Langsung selain Belanja Gaji dan
Belanja Langsung (SPD-LS non Gaji) diterbitkan per
kegiatan dengan memuat informasi yang menunjukkan

secara jelas alokasi pada kegiatan.

Batas tertinggi jumlah yang dituangkan dalam SPD

adalah sejumlah anggaran kas bulan berkenaan.

SPD Belanja UP/GU/TU diterbitkan setiap kali PA atau
KPA akan merealisasikan belanja UP/GU/TU.

Penyusunan SPD didasarkan atas usulan PA atau KPA
yang disesuaikan dengan ketersediaan kas Pemerintah
Daerah berdasarkan klasifikasi sumber penerimaan

daerah.

SPD dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama untuk PA
atau KPA yang dipakai sebagai dasar pengajuan SPP
dan lembar kedua untuk arsip PPKD.

Pengeluaran kas atas beban APBD dapat dilakukan
setelah diterbitkan SPD oleh PPKD.

Untuk mengakomodasi belanja atas kegiatan yang
sifatnya tetap dan harus dilaksanakan sebelum
DPA/DPPA SKPD disahkan, PPKD membuat SPD tanpa
menunggu DPA/DPPA SKPD disahkan.

Format dokumen SPD dan kelengkapannya tercantum

dalam Lampiran 7 Peraturan Bupati ini.

Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) diubah, sehingga

ketentuan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 71
SPP-GU diajukan untuk mengganti uang persediaan
(revolving) yang telah digunakan.
Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh
persetujuan dari PA atau KPA melalui PPK-SKPD atau
PPK Unit Kerja dapat diajukan dengan jumlah maksimal

sejumlah penerimaan UP di awal tahun.



(3) Batas tanggal pengajuan SPP-GU kepada BUD paling
lambat tanggal 25 bulan bersangkutan dan untuk bulan
Desember tahun anggaran berkenaan paling lambat

tanggal 10.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkannya.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 20 April 2017
BUPATI MAJENE

- - CAP/TTD - -

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene

pada tanggal 20 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE
- - CAP/TTD - -

H. SYAMSIAR MUCHTAR M

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 22.



